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A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dalam Bab II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 
ketentuan penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara Papera dan 
Oditur Militer, terkait pelimpahan perkara tindak pidana ringan sebagaimana 
dimuat dalam Pasal 127 Undang-undang tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 
yang berkaitan dengan Penyerahan Perkara belum dapat dilaksanakan 
sepenuhnya, karena pihak militer memandang lebih tepat jika tindak pidana 
ringan yang dilakukan militer diselesaikan dengan memberikan Hukuman 
disiplin melalui siding hukum disiplin karena, dinilai lebih efisien dengan 
mengefektifkan pembinaan, disamping itu masih dapat dimanfaatkan atau 
difungsikan jiwa dan raga kemampuannya Jadi Papera atau komandan lebih 
memilih diselesaikan melalui kesatuan yang dipimpin oleh Atasan yang 
berhak menghukum (ANKUM). 
B. Saran  
Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka penulis memberikan saran 
bahwa,perlu adanya hubungan yang harmonis dan kesepahaman pemikiran 
antara Papera dan Oditur militer agar tidak ada perbedaan pendapat antara 
Papera dan Oditur Militer, terutama mengenai pelimpahan perkara tindak 







karenaapabila tidak ada kesepahaman pemikiran antara Papera dan Oditur 
Militer mengenai penyerahan perkara dan penerapan sanksi maka, dapat 
menyebabkan terhambatnya proses-proses penegakan hukum dan berpotensi 
menimbukan masalah baru dari perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur 
tersebut. Dengan kata lain bahwa masing-masing lembaga harus dapat 
menjaga hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga yang lain guna 
memberikan kelancaran dalam penyelesaian suatu perkara dan dapat 
memberikan pastian hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana 


















Ayatrohaedi, dkk. 1994, Kumpulan Buklet Hari bersejarah II, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Jakarta. 
Badan Pembina Hukum TNI, 2016, Disiplin Prajurit TNI, Penerbit Badan Pembina 
Hukum TNI, Jakarta, hlm.53 
Moch Faisal Salam, 1996, Hukum acara pidana militer di Indonesia, CV Mandar 
Maju, Bandung. 
Moch Faisal, 2004, Peradilan Militer di Indonesia,CV Mandar Maju, Bandung 
Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Pertama, CV. Mandar 
Maju, Bandung. 
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2009,Petunjuk Administrasi Oditurat 
dalam penyelesaian Perkara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Tentara 
Nasional Indonesia 










Undang-undang Dasar tahun 1945 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Internet  
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-
pidana-dan-hukum-perdata, 28 November 2018, pukul 23.45 
www.gresnews.com/berita/tips/88902-hukum-pidana-militer-sebagai-hukum-pidana-





KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO
KOMANDO RESOR MILITER 072/PAMUNGKAS
SURAT KETERANGAN
Nomor SketJ 11 IXI/2018









Riza Anom Putranto, S.I.P., M.Si.
Kolonel Inf, 11970032520974
Kepala Seksi Personel Korem 072/Pmk
Korem 072/Pmk










10. Alamat tempat tinggal
Brigita Pangesti /
Baturaja, 26 Juli 1997







Pasar Bukit, Tapan, Pesisir Selatan, Sumatra
Barat
II. Telah selesai melaksanakan penelitian untuk pembuatan Skripsi dengan judul
"Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera Dan Oditur Mengenai Perkara Pidana
Ringan Yang Dilakukan Oleh Militer" di Kumrem 072/Pmk.









B ;.f, .3 JJ~1.nf;f:~jj
-1 :fO!:~ 1';~D4f+
t~1a,{-i3.s· ., ~J
~{3l1[; .t)ertiH1[1~~ t;~j1(J3.n cH tii1.\;i:~~t~ jJ)j Keit)3j~~ {:=)fHtUf;it f;.!ljjjter JJ- -j 0 ~{C~~ryat\dtt~.
rnenerctn~~K3n (~en~tan se~-}Uni~~HHlnya r)~:n-~\t{3
PERKARA PfDA
~((}~rY3tZ3f18 I)3C!3 t3n~J;J3{
se:)&~t;3j .5~;a(at lJe"f1~t,f.~J:/{?:9tt
